SALINAN

WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 49 TAHUN 2014

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA NOMOR 255 TAHUN 1992 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT Il SURABAYA

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA SURABAYA,

. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota

Surabaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip
Subtantif dan Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian
Pemerintah Kota Surabaya, maka penyusutan arsip yang berkaitan
dengan Arsip Subtantif dan Fasilitatif Non Keuangan dan Non
Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah berpedoman pada
Peraturan Walikota dimaksud;

. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a, maka

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat |l Surabaya
Nomor 255 Tahun 1992 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat || Surabaya, perlu dicabut;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Pencabutan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il
Surabaya Nomor 255 Tahun 1992 tentang Jadwal Retensi Arsip
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya.

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua
kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);



4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5071);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintahn Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5286);

12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang
Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri;

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014
Nomor 32);

14.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya
Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya
Nomor 12);

15.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);



Menetapkan :

Diundangkan di

16.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya
Nomor 3);

17.Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011 tentang
Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Surabaya
(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 54);

18.Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Jadwal
Retensi Arsip Subtantif dan Fasilitatif Non Keuangan dan Non
Kepegawaian Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota
Surabaya Tahun 2014 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT Il SURABAYA
NOMOR 255 TAHUN 1992 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT Il SURABAYA.

Pasal 1

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat || Surabaya Nomor
255 Tahun 1992 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat Il Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat Il Surabaya Tahun 1992 Seri D3 Nomor 255 tanggal 27
Oktober 1992) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Agustus 2014

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI



Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 25 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
ttd.
HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2014 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
.5 :,', 14

NIP. 19730504 199602 2 001



